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BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISAEI, TUGAE DAN F'UNGSI SERTA TATA

Menimbang

Mcngingat

KER.JA NINAS KOPERASI DAN TUSAHA KECIL MENENGAH

KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 lentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu
menetankan Peraturan Bunati Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kcperasi dan
Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Huton;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkar 1T di  Sulawes:
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-TIndang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438.);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725.)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
5234)

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494 )



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pemerintahan Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tamhbahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679j;

7. Peraturan Pecmerintah Nomor 18 Tahun 2016 Llenlang
Perangkat Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturzn Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yvang menjad: Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Duton Secbagai Dacrah Otonom
(lLembaran Daerah Kahupaten Buton Tahun 2016 Nomor

112);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG EKEDUDUEAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BUTON.

BAR 1
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

ol L

Daerah adalah Kabuapaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati adalah Bupati Buton.

Wakil Bupati adalah Walcl Bupati Buton.

Dewan Perwakilan Rakyal Daeraly, yang sclanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwalkilan Rakyat Daerzh Kabupaten

Buton.



10.

11.

12,

14.

15.

16.

17.

18.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Dinas Kuperas! dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya
disebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menecngah
Kabupaten Buton.

Sekretariat adalah Sekretariat Diras Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kabupaten Buton.

Sekretaris Dinas vang selanjutnya disebut Sekretaris adalah
Sekretaris Dinas Koperasi dan  llsaha Kecil Menengah
Kabupaten Buton.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Buton.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.

Suh Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.

Kepals Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.

Scksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Buton.

Kepale Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengan Kabupaten Buton.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD
adalah unsur pelaksana teknis Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kabupaten Buton wvang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/ataun kegiatan teknis
tortentua.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Keal
Menergah Kabupaten Buton.



BAR I1
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur
pelaksana uruszn pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha
Kecil Menegah yang menjadi kewenangan daerah.

(2] Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah sebagaimana dimalksud
pada ayal (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Fasal 3

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah adalah Dinas Daerah
Tipe B.

(?) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ‘erdiri atas :

. Kepala Dinas;

. Sekretarial;

Bidang Koperasi;

. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pengerdalian;

UPTD; dan
g. Kelumpok Jabatan Fungsionel.

(2) Sckretariat scbagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Hurufl b
terdiri atas :

-0 a0 oD

a. Subbagian perencanaan, Keuangan dzan Laporan: dan
b. Subbagian Kepegawaian,.Perlengkapan dan Umum
(4} Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c
terdir atas :
a. Seksi Usaha Simpan Pinjam.
b. Becksi Pengawasan Koperasi.
c. Beks) Bmhbingan Usaha Koperasi.
(5) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud
pada Avat (2) Huraf d terdiri atas :
a. Seks: Usaha Menengah,Kecil dan Usaha Mikro
b. Seksi Pengembangan UKM
c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran.
{6} Bidang Fasilitasti Pembisyaan dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
a. Seks: Pembiayaan Koperasi UMKM dan USP
b. Seksi Pembiayaan dan Perlindungan Koperasi
c. Scksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan USP.
(¥) Stuktur Organisas! Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
tercantumn dalam lampiran Peraturan Bupati ini



(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) hurut
b, dipimpin oleh seorang Sckrclaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kcpada Kepala Dinas.

Bidang sebapaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2] huaruf
c,hurif d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang
berada di bawah dan bertangpungjawab kepada Kepala Dinas
melahii Sekretaris.

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3},
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Seks) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (9) dan
Ayat (6], dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kcpada kepala Bidang masing-

masing.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Dagian Kesatu
Limium

Pasal 5

Dinas Kopcrasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyal tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan

vang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembatuan vang

diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah.

Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam

melakseanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan Kebijakan sesual dengan lingkup tugasnya,

<, Pclaksanaan Evaluas: dan Pelaporan sesual dengan lingkap
tugashya,;

d. Pelaksanaan adminsitrasi dinas sesnai dengan lingkup
tugasnya,

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengzn tugas dan fungsinya.



(1]

(2)

Ragan Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepzala Dinas mempunyai tugas mcmimpin dan melaksanakan
urusan Pemerintahan vang menjadi kewrnangan Daerah dibidang
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berazaskan otonomi daerzh
dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Koperasi
dan Usaha Kecvil Menengah serta membina hubungan «xerja
dengan instansi Pemerintah, Swasta dan I..crnbagﬂ
Kernasyarzkatan lainnya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimsna dimaksud
pada Ayat (1) menyclenggarakan fungsi .

a. Memimpin dinas koperasi dan usaha kecil menengah scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Merumuskan kebijakan tzknis penyelenggaraan koperasi dan
usaha kecil menengah sesuai dengan tugas dan fungsi;

c. Pembinaan teknis opcrasional pelaksanaan tugas yang menjadi
tanggirg jawahnya;

d. Membina penyelenggaraan Koperasi dan usaha kecil menengah
pada Perangkat Daerah, perusahaan swasla, organisasi
kemasyarakatan/Organisasi politik, lembaga pendidikan,
kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan
nama lain dan masyarakas,

e. Melakukan pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah
pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi
kemasyarakatan/Organisasi  politik, lembaga pendidikan,
kecamaran, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan
nama lain;

f. Meclakukan Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan

fungsional
g. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
h. Menyelenggarakan perencanaar, kerjasama, hukum,

hubungan masyaraxat, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan
pelaporan, serta umum.

i. Menyusun rencana daeral di bidang koperasi dan usaha kecil
menengah berdasarkan rencana nasional;

j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi
dan usaha kecil menengah;

k. Pcrumusan kebijakan sistem informasi dacrah di bidang kearsipan;

l. Penandatanganan surat/naskah dinas sesual dengan tugas
dan kewenangannya

m. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7
(1) Sckretaris  Dinas  mempunyai tugas Melaksanakan tugas
kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring
dan  evaluasi serta pelaporan, pengelolaan  keuangan, surat
menyurat, kearsipan, doekumenproduk hukum dan kegialan,
rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian
serta urusan pendidikan dan pelatihan,
(2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi

a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan
program dinas

b. Penyelerggaraan urusan perencanaan, dan kepegawaian
meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan
pelaporan can kepegawaian,

¢. Penyelenggaraan wurusan keuangan, tata usaaha, dan
perlengkapan  meliputi  urusan persuratan, kersipan,
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi pencatatan aset, dan
perlengkapan.

Pasal &
Kepala Sub Bagian perencanaan, Keuangan dar. Laporan, mempunyai

tugas Mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis
Melaksanakan tuges perencanaan, pengelolaan keuangan, dan
Evaluasi Pelaporan internal satuan kerja

DPasal ©

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum,
mempunyai fugas Melaksanaken tugas pengelolaan Kepegawaian,
dokumentasi produk hukum bidang koperasi dan usaha kecil
menengah, dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga dan
pengelolaan Surat menyural,

Bagian Keempat
Bidang koperasi

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas Melakukan pembinaan
perkoperasian sesual kebijakan teknis pelaksanaan, manajemen
dan usaha lkoperasi, meningkatkan dan mengembangkan
organisasi,melakuikan pengawasan dan pengendalian
pembiayaan dan simpan pinjam serta melakukan pemantauan
dan cvaluasi kegiatan dibidang koperasi.

(2) Kepala Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 menyelenggarzkan [ungsi :



a  Penyusunan program bimbingar dalam rangka pembinaan
peningkatan dan pengembangan koperasi;

b. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan peningkatan dan
pengemhbangan argan'sasi, manajemen, dan kegiatan usaha
koperasi;

¢ rpelaksanaan himbingan dalam rangka fasilitasi usaha simpan
pinjam dan usaha koperasi

d. Pelaksanaan koordinzssi dan kerjasama instansi pemerintah,
lembaga keuangan BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam

pengembangan iklim usaha,pembiayaan dan kemitraan usaha
koperasi;

e¢. Pelaksansan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang
koperasi; dan

[. Pelaksanaan tages lain yang diberikan oleh kepala dinas seesuai
dengan tugas pckok dan ungsinya.

Fasal 11

Kepala Seksi Usaha Simpan pinjam mempunyai tugas
Mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melakukan pembinaan
organisasi dan manajemen usaha, serta memberikan Informasi
tentang penerhbitan LZ11] usaha sumpan  pinjam  dalam
koperasi,penambahan penerbitan izin kantor cabang pembantu
koperasi simpan pinjam koperasi dalam daeralh dan mmelaksanakan
tugas yang diberikan olch kepala dinas sesusi tupoksi dan fungsinya;

Pasal 12

Kepala Pengawasan Koperas. mempunyval tugas Melakukan
pembinaan informasi bisnis dan kewirausahaar koperasi tentang
bagaimana usaha Lkoperasimelakukan pembinaan koperasi dan
mengenai pengawasan koperasi simpan pinjam,melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan instansi pemerintah,lembaga keuangan
BUMN/EUMD dan pihak swasta dalam rangka fasilitas pembiavaan
kredit usaha koperasi serta melakukan pemantauan dan evaluasi
pengawasan pemeriksaan kKoperasi;

Pasal 13

Kepala Seksi Bimbingan Koperasi mempunyai tugas Mengumpulkan
bahan petunuk teknis ,melaksanakan himhingan, melakukan
himbauan organisasi dan manajemsn usaha, memeberikan informasi
bisnis dan kewirausahaan koperasi serta melakukan pemanfaatan
dan evaluasi kegiatan koperasi.



Ragian Kelima
Bidang Usaha Mi<ro Kecil dan Menengah

Fasal 14

(1) Kepala Bidang Usaka Mikro Kecil dan Menengah mempunyai mugus
Melaksznakan sebagian tugas dinas dalam rangka merumuslan
kebijakan teknis dalam ranigka  pengembangan kerja  sama
usaha,manajemen dan kelembagaan usahs mikro,kecil, dan
menengah  serla  pengembangan  informasi  bisnis  dan
kewirausahaan ;

(2] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
11, Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyusunan kehijjakan teknis dalam pengembangan kerjasama
usaha mikro.kecil dan menengah;

b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan nsaha
dan kerjasama koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
dengan BUMN/BUMD:;

¢, penylapan bahan dan penyusunan pedoman dalam
pengembangan informasi bisnis dan kewirausahaan,usaha
mikro kecil dan menengah;

d. Penyviapan bahan kebijakan leknis operasional pendidikan dan
pelatihan dibideng usaha mikro kecil dan
menengah,penumbuhan  wirausaha baruserta penumbuhan
senfra bag nsaha mikro menjadi kluster usaha mikro kecil dan
menengah ;

e. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional kelembagaan
dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ; dan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Usana Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
memminyai  Migas  Menyiapksen bahan petunjuk teknis dan
mengkoordnasikan perkembangan kerja usaha.mikro usaha kecil
menengah dengan BUMN dan BUMD yang dilakukan melalui
pendapatan kemitraan dalam penguatan kelembagaan dan koordinasi
kepentingan UMKM.

Pasal 16

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah mempunyai tigas
menyiapkan bahan petunjuk teknis ,melaksanakan pengumpulan
dala dan perkembangan mikro kecil menengah dengan standarisasi
data serta perkembangan usaha mikro dan orientasi peningkatan
serta usaha menjadi usahs kecil.



Pagal 17

Kepala Scksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran
mempunyai tugas Menylapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis,
melakukan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan bagi
usaha mikro kecil dan mencogah seria penyebariuasarn informasi
bisnis.

Bagian Keenam
Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian
Pasal 18

(1] Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian mempunyai
lugas Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melakakan
pemhbinaan secsuai kebijakan (cknis pelaksanaan pembiayaan,
pengendalian, penilaian keschatan KSP/USP, serta mclakukan
pemantauan dan evaluasi kegiatan pembiavaan koperasi dan
UMEKM.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
18, Bidang  Fasilitas  Pembiayaan dan Pengendalian
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan progrem bimbingan dalam rangka pembinaan
peningkatan dan pengembangan pembiayaan koperasi dan
UMEKM;

b. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan
lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan BUMN/BUMD
dan swasta;

r. Pelaksanazn fasilitasi pembiayasn dan jasa keuangan;

d. Pelaksanaan fasilitasi pinjaman koperasi dan UMEKM;

e. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan
unit simpan pinjam koperasi;dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
tugas pokok dan fungsinye

Pasal 19
Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi UMKM dan USP mempunyai tugas
Mengumpulkan bahan petunjuk teknis,melaksanakan rumusaan
pedoman standarisasi  pengembangan  usaha koperasi UMKM,
fasilitasi pembiayaan dan prngendalian keordinasi scerta kerjsama
instansi pemerintah, lembaga keuangan BUMN,;BUMD dan swasta

Pasal 20

Kepala Seksi Pembiayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai
tugas Mengumpulkan bahan petunjuk teknis,melaksanakan rumusan
pedoman standarisasi pengembangan usaha simpan pinjam koperasi,
melaksanakan pengendalian kegmatan usaha koperasi UMEM,
[asilitasi pembiavaan, manajemen, pemantauan, evaluasi kegiatan
pembiayaan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama instansi
pemerintah,lembaga keuangan BUMN/BUMD dan swasta.



Pazal 21

Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan USP
mempunyai  tugas Mengampulkan bahan petunjuk  teknis,
melaksanakan  bimbingan, mengumpukan bahan rumusan
standarisasi pemlaian kesehatan simpan pinjam dan unit simpan
pinjan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan simpan
pinjam koperasi.

DAD V

TATA KERJA

Paszl 22
Setiap unsur di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah dalam melacsanakan tugas dan fungsi harus menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sendiri mzupun dengan
Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 20

(1] Setiap pimpinan Unit Orgznisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tuges sesuai dengan uraian
tugas yang telah ditctapkan.

(2] Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harmis  diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggungjawab serta dilaporkan szcara berkala sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 21

Dalam melaksanakan lugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di
bawannya.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di
lingkungan Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah dapat
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejahat di bawahnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN dan PEMEERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
Pasal 23
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretanis Dinasmerupakan jabatan strukural eselon Illa atau
Jjabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan strukmural eselon IIIb atau
jabatan administrator.



(4) Kepala subbagian can Kepala Seksi merupakan jabatan
struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

(5) Kepala UPTD merupskan jabatan struktural eselon IVb atau
jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasa. 24
(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala
Quhbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Tata cara pengangkatsn dan pemberhentian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

BAB VII
FEMBIAYAAN
Pasal 25

(1) Segala hiaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi di lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2] Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
FPasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 27

(1) Di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Keril Menengah dapat
dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban
kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 28

D:i lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Meaengah dapat
dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BABIX
KETENTUAN PERALIHAN
IMasal 29

Pclaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diztur dalam
Peraturen Bupati in! dilaksanakan mulai Tahuu 2017.

BAEB X
PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kedudukan,
Tugas Pokck, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Buton,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ranggzl diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan Pengundangar
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF
Setap Jl Efﬁfﬁ BUTON,
Oxs. > /._ =
Keps Fagar G Uan
koo, WAV “1:[ SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN




BARE IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pelaksanaan ‘lugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tabun 2017.

BAB X
PENUTUP
Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku :

Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Buton,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mnlai herlaku pada tanggal diundangkan

Agar seliup vrang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengen Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF
Pes 3 DUFATI BUTON,
foos @peen Son Ukin Cap/TTD
doog . ek 5’9‘1 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Ry Orges f

NDundangkan
pada tanggal
Pli. SEKRET

Pasarwajo
GeToREN 20156
‘DAERF&H KABUDPATEN,

I{AEI‘ , SH

Pembina Utama Muda, [V/c
Nip. 19580101 198903 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NoMOR .113...
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